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Kepada Yth.
1. Para Menteri daa ifepata Lembaga Kabinet rndonesia Bersatu Ir;
Z.Para Guberaur di seluruh ladonesia;
3. Para Walikgta/Brx,pati di seluruh Iadonesia

SURAT EDARAN
NoMOR: 6tE€tM/zotV.

TENTANG
KEABSAIIAN SERTIFIKAT BADAN USAIIA (SBUI, SERTIFII(AT
KEAIILIAT{ (SKAI DAil SERTIT'II{AT KBTERAMPII,AN (SKTKI

A. UMUM

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, salah satu tugas

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah melakukan

registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi

yang produl; akhirnya datam bentuk sBU, sKA dan SKTK yang

digunakan sebagai persyaratan bagi penyedia jasa untuk mengikuti

pemilihan pengadaan barang dan jasa.

2. sesuai dengan Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor

o8/PRT/Ml2011 tentang pembagian subklasifikasi dan

Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, saat ini telah diberlakukan

subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi yang telah

disesuaikan dengan kaidah yang berlaku internasional

sebagaimana.tercantum dalam Central Product Classification (CpC)

dan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLUU.

3. Saat ini dilapangan telah beredar SBU/SKA/SKTK dengan

subklasilikasi dan subkualifikasi sesuai Peraturan Menteri

Pekerjaan urnum Nomor 8/PRT/M l2al1 yang diterbitkan oleh

sekelompok ' orang yang mengatasnamakan "LPJK, yang

ditandatangani bukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang*undangan ),ang
berlaku.



Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diterbitkan Surat
Edaran Menteri Pekerjaan Umum Tentang Keabsahan Sertilikat
Badan Usaha (sBU), sertifikat Keahlian (sKA) Dan sertifikat
Keterampilan (SKTK).

B. DASAR PEMBENTUK/i.N

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 200O tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20oo Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara' 
Nomor 3955) sebagaimana telah diuhah terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2OLO;

2. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor Og/pRT/ M l2atl
tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa
Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait keabsahan dari SBU,

SKA dan SKTK yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti
pemilihan pengadaan barang dan jasa.

D"RUANG LINGKUP

Yang diatur dS* Sr.rrat Edaran ini adalah pejabat yang ber1yenang

untuk menandatangani sBU, sKA, dan sKTK di seluruh jajaran Lembaga
Pengembangan Jersa Konstruksi baik tingkat Nasional maupun tingkat
Provinsi serta penelusuran keabsahan sBU, sKA dan SKTK.

E. KEABSAHAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU}, SERTIFIKAT KEAHI,IAN
(SKA) DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN (SKTK).

1' SBU, SKA, SKT yang diterbitkan oleh LPJK tingkat Nasional dan LpJK
tingkat Provinsi ditandatangani oleh Direktur Registrasi Dan Hukum
Bapel LPJK tingkat Nasional dan manager Badan pelaksana (Bapel)
LPJK tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya.

2



2. Adapun na-rna Direktur Registrasi dan Hukum Bapel LPJK tingkat

Nasional dan nama-nama Manager Bapel LPJK tingkat Provinsi yang

berwenang untuk menandatangani sBU, sKA, dan sKTK diseluruh
jajaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi baik tingkat

Nasional maupun tingkat Provinsi adalah narna-nama sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.

3. Penelusuran keabsahan dari sBU, sKA dan sKTK yang digunakan

sebagai persyaratan untuk mengikuti pemilihan pengadaan barang

dan jasa selain dapat dilihat berdasarkan narna pejabat yang

menandatangani juga dapat dicek pada Sistem Informasi Konstruksi

Indonesia (SIKI) dengan alamat website www. lpik.net.

F. PENUTUP

Demikian agar Surat Edaran ini dapat disebarluaskan kepada jajaran

unit kerja struktural Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), Kelompok

Kerja (Pokja) dan Pejabat pembuat Komitmen (ppK) di lingkungan

masing-masing rrrt rk dilaksanakan.

Atas perhatian saudara kami mengucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal &5* Agustus 2Ol4

1. Jajaran Pejabat Eselon I di Kementerian pekerjaan Umum;

2. l,ernbaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional; dan
3' Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi di seluruh

Indonesia.

AAN UMUM,



DAFTAR NAMA

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR SE/MI2014
TENTANG
KEABSAI-IAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU), SERTIFIKAT
KEAHLIAN (SKA) DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN (SKIK)

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SBU, SKA Dan SKTK

Direktur Registrasi D"n @
Nasional Aca Ditarrrihardja, M. Eng

Drs. Ibrahim Saleh, M.Si
LPJK Provinsi Sumatera Utara Ir. Dinar N.R. Siahaan

Manager Bapel LPJK Provinsi Sumatera Barat Ir. H. Svahbanur RS. M.Si
Bapel LPJK' P.rovinsi Riau Ir. H. Rov Meindo
E4pel LPJK' Provinsi Jambi

r Bapel LPJK Provlnsi Sumatera Selatan

lE4pel LPJK Provinsi Lam Hi. A. Muzakir, SE
LPJK Provinsi DKI Jakarta
LPJK Provinsi Jawa Barat

r Bapel LPJK Provinsi Jawa T Ir.DF. Witiakson
LPJK Provinsi DI Yo$ral<arta
LPJK Provinsi Jawa Timur Muhammad Alyas, SH, MH
LPJK Provinsi Kalimantan Barat
LPJK Provinsi Ka_limantan T
LPJK Provinsi Kalimantan Selatan Drs. M. Masykuri Hadi, MH
LPJK Provinsi Kalirnantan Timur Rusdi Doviyanto, ST. MT
LPJK Provinsi Sulawesi Utara Ir. Welliarn Tamry152, 1y136
LPJK Provinsi Sulawesi T

Bapel LPJI{ Provi4si Sulawesi Selatan
Manager Bapel LPJK provinsi Sulawesi T Ir. Pitf.er P. Pongrekun
Manager Bapel LPJK provinsi Bali Ir. I Gusti Nyoman Sura Adnyana, MSc
Manager Bapel LPJK provinsi Nusa Tenggara Barat

!!{KIfq"insi Nusa Tenggara Timur
Manager Bapel LPJK provinsi Maluku Drs. H. A. Tuankotta
Malager Bapel LPJK provinsi

IPJK Provinsi Maluku Utara Dr. Moch. Husnullah palgeran, MT.
Bapel LPJK Provinsi Banten Johan Setiawan, M.Si
Bapel LPJK Provinsi Gorontalo pf".H. Z:ulkarnaen Suleman, MHI

Yenni Mulyati. A.Md
Bapel LPJK Provinsi Kepulauan Riau

Manager Bapel LpJKprovinsi papua Barat
Bapel LPJK Provinsi Sulawesi Barat
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